PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



23.

24.

25

26.

27.

28.

29.

30.

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011
Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3
Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah
diubah  dengan  Peraturan Daerah  Kabupaten
Pandeglang Nomor 3 Tahun 2016 Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Nomor 9);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
dan
BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
semula berjumlah Rp2.622.362.768.507,93 berkurang sejumlah
Rp210.735.242.600,09 sehingga menjadi Rp2.411.627.525.907,84 dengan rincian
sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah :
1. Semula Rp2.352.809.015.733,38
2. Bertambah/(berkurang) (Rp 229.515.347.664,99) (+)

Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.123.293.668.068,39

b. Belanja Daerah
1. Semula Rp2.622.362.768.507,93
2. Bertambah/(berkurang) (Rp 210.735.242.600,09) (+)

Jumlah Belanja setelah perubahan
Rp2.411.627.525.907,84

Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp288.333.857.839,45)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

a) Semula Rp269.553.752.774,55

b) Bertambah/(berkurang) Rp 18.780.105.064,90 (+)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah

setelah perubahan Rp288.333.857.839,45
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a) Semula RpO0,00

b) Bertambah/(berkurang) Rp0,00(+)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
setelah perubahan Rp0,00 (-)

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan  Rp288.333.857.839,45

Sisa lebih pembiayaaan anggaran setelah
perubahan Rp0,00



Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri
dari :

a.

Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp 160.717.994.430,38

2. Bertambah/(berkurang) Rp 32.898.159.022,01 (4)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah perubahan Rp193.616.153.452,39
Dana Perimbangan

1. Semula Rp1.894.116.038.880,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp _318.198.445.698,00) (+)
Jumlah Dana Perimbangan setelah

perubahan Rp1.575.917.593.182,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula Rp297.974.982.423,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 55.784.939.011,00 ()

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah setelah perubahan Rp353.759.921.434,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :

a.

Hasil Pajak Daerah

1. Semula Rp 28.735.834.910,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 5.308.834.000,00 (+)

Jumlah hasil Pajak Daerah setelah perubahan Rp34.044.668.910,00
Hasil Retribusi Daerah

1. Semula Rp68.666.802.790,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 6.623.726.156,00 (+)

Jumlah hasil Retribusi Daerah setelah perubahan Rp75.290.528.946,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula Rp 8.575.207.079,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 934.088.724,00 (+)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

setelah perubahan Rp9.509.295.803,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula Rp54.740.149.651,38

2. Bertambah/(berkurang) Rp20.031.510.142,01 (+)

Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
setelah perubahan Rp74.771.659.793,39



(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1. Semula Rp65.873.379.000,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp 6.641.138.000,00) (+)

Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
setelah perubahan Rp59.232.241.000,00

b. Dana Alokasi Umum
1. Semula Rp1.184.990.939.000,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp 128.735.686.568.00) (+)

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp1.056.255.252.432,00

c. Dana Alokasi Khusus
1. Semula Rp 643.251.720.880,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp182.821.621.130,00) (+)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp460.430.099.750,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula Rp92.418.510.423,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 9.802.219.011,00 (#)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

setelah perubahan Rp102.220.729.434,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula Rp 205.556.472.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 205.556.472.000,00 (+)

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Setelah perubahan Rp205.556.472.000,00
c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula RpO0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp45.982.720.000,00 (+)

Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

setelah perubahan Rp45.982.720.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula Rp1.642.549.329.278,73
2. Bertambah/(berkurang) (Rp 151.225.204.080,09) (+)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
perubahan Rp1.491.324.125.198,64



b. Belanja Langsung
1. Semula Rp 979.813.439.229,20
2. Bertambah/(berkurang) (Rp 59.510.038.520,00) (+)

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan
Rp920.303.400.709,20

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp1.277.429.666.622,73
2. Bertambah/(berkurang) (Rp 156.440.240.080,09) (+)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp1.120.989.426.542,64
b. Belanja Hibah
1. Semula Rp13.689.150.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 7.980.693.000,00 (#)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp21.669.843.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula Rp5.047.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp 265.657.000,00) (+)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp4.781.343.000,00
d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

Desa
1. Semula Rp 9.740.263.770,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 1.193.256.015,60 (+)
Jumlah Bagi Hasil setelah perubahan Rp10.933.519.785,60

e. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp 331.643.248.886,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp 1.193.256.015,60) (+)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
setelah Perubahan Rp330.449.992.870,40
f. Belanja Tidak Terduga
1. Semula Rp 5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp2.500.000.000,00) (+)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp2.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
1. Semula Rp97.425.603.240,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp 4.625.106.000,00) (+)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp92.800.497.240,00




b. Belanja Barang dan Jasa
1. Semula Rp 372.573.137.773,20
2. Bertambah/(berkurang) (Rp 27.063.564.763,00) (+)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp345.509.573.010,20

c. Belanja Modal

1. Semula Rp509.814.698.216,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp 27.821.367.757,00) (+)
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp481.993.330.459,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Semula Rp 269.553.752.774,55
2. Bertambah/(berkurang) Rp 18.780.105.064,90 (+)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah
perubahan Rp288.333.857.839,45
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0.00 (+)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah
perubahan Rp0,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)
1. Semula Rp269.553.752.774,55
2. Bertambah/(berkurang) Rp 18.780.105.064,90 (+)

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah
tahun sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan Rp288.333.857.839,45

Pasal 5

(1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan pasal 4 tercantum
dalam Lampiran sebagai berikut :

a. LampiranI Ringkasan Perubahan APBD;

b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran Il Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

e. Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan;

f. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah;



m.

n.

Lampiran VI = Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan
per Jabatan;

Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Lampiran IX  Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;

Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan
Aset Lain-Lain;

Lampiran XI  Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum  diselesaikan  dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a.

b.

Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada di luar kendali dan Pengaruh Pemerintah Daerah; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak
Terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan
cara :

a.

menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja
program dan Kkegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
dan/atau

memanfaatkan uang kas yang tersedia.



(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk
keperluan mendesak.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(7) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan
APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam
laporan realisasi anggaran.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 26 Oktober 2016

BUPATI PANDEGLANG,

CAP/TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 26 Oktober 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,
CAP/TTD

FERY HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN : (8,52 /2016)



